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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

‘ TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH

‘Menimbang: : a. bahwa untuk melaksanakan ketentnan Pasal 81 dan -
I - ‘pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 -
" -tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Desa. )
b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

‘Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
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1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 4286};

5. Undang-Undang N)mor Nomeor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara

Nomor 5049;)
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6. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republﬂc Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233);

7. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenta_ng Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495); )

8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

.-‘ ‘"Tahun 2005" Nomor. 137, Tambahan Lembaran Ngga.ra )
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Republik Ihdoresia Nomor 4575), _.‘ -

10 Peraturan Pemérintah Nomor “58 Tahun' '2005‘ tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomer 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

14, Keputusan Merteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Peristilahan dan
Penyesuaian Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan;




. 15..:Peraturan Menteri Dalam Negeri -Nomior: 4 Tahun 2007 B
T- tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;-- :
16 Peraturan Menteri.Dalam. Negeri:Nomor:37 Tahun 2007
“ tentang Pedoman-Pengelclaan.Kewangan, Desagior - iz
: . lf? ‘Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang )
&l Tw . e 7. UnoPengelolaan -KeuanganiDaerah: (LefibaiimNegam-Tahuns,.
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

{1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara
(3) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
(4) Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah
(5) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

(6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera

Tengah.

(7) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten.



(8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiiliki-batas:batas
mlayah yang berwenang untuk ‘mengatur dan mengurus kepentmgan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan‘adat istiadat setempat
yang d1ak1ff1'a d1hormat1 dalam s1stem Pemenntgl;an Negara, Kesatuan

Republhk Indon' ia dan berada d1 Kabupate_n Hafll];;_‘afheri,lgﬁegla,h“ln

(9) Pemenntahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(10)Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang  merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengaraan
pemerintahan desa.

(1 1)Peraturan Desa adalah peraturan perundangan undangan yang dibuat

peraturan desa, bersﬁ'at ‘mengatur dalam pelaksa:naan__ era ax;_;gi@sa;

(12)Anggaran,P_endapatan ‘dan’ Belanja- Daerah’ Yan
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

(13)Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

(14)Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang
bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;

(15)Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan ash
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak

lainnya yang sah;

{16)Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan,pembinaan  kemasyarakatan, dan = pemberdayaan
masyarakat;

'eIan_]utnya ‘disingkat=




=

]

?(.1—’?1)-Dana Alokasi-Umum Desa yang selanjutnya:disingkat DAU.Desa adalah
" dana bantiian Pemerintah Kabupaten kepada desa yang-bersumber dari
mz=bagian: perolehan paJak daerah baglan perolehan retnbu51 daeral;l,

VS

‘(18FDana penmbangan keuangan pusat dan daera!n yang d1ter1ma‘

hers

nep pénferintah’ kabupatén yahg' dialoRasiian dengan “Eujli‘aﬁ”keadllan danz:

pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai
 kebutuhannya;

(19)Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah - dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

(20)Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

(2 1)Barang milik Desa adalah kekayaan m111k Desa barang bergerak dan

barang tldak bergerak ST rEvmessamaness
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(22)Keuangan desa adalah semua ha:k_ _c_an_ Iggxga_ll_bgl}_gie_:_s_g_ dalam rangka -
penyelenggaraan pemerlntahan desa’ yang dapat didilai dengan u—ang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

(23)Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur
perangkat desa yang membantu Kepala desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

(24)Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi :
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ban dan pengawasan keuangan desa yang dilaksanakan oleh kepala
desa sebagai pemegang kekuasaan dan dibantu oleh perangkat desa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2] Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola dalam masa 1 (satu} tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
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{13} -1) KEpala Desq adalah pemegang: kekuasaan pengelolaan keuangancdesa

i nevdaninewakili Pemerintah Desardalam: kepemilikunikékayadnamilikidesa - ...
yang dipisahkan.
2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
.b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. Iflenyctujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.
3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, d1bantu
’ !.)c:u ole‘p_ PTPI. TaLTHLD -, - B
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1} PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari
unsure Perangkat Desa,terdiri dari:
a. Sekretaris Dess;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.

2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa.

2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keunangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
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‘c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan keglatan yang telah
ditetapkan-dalam APBDesa; - o

d. menyusun pelaporan dan pertanggung]awaban pelaksanaan APBDesa;

. dan

SEREE desa
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Pasal 6

1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
2} Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran ‘yang menyebabkan atas beban
- Ladlugrs dnggaran. helan_]a kegiatan; o L
.0 - .d. mengendalikan pelaksanaan kéglatan ; -~ _M’ R _;,,-
- e. melaporkan perkembarigaii’- pelaksanaan keglatan kepada Kepala
Desa; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ di
jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan desa dan
pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
APBDesa
Pasal 8

(1) APBDesa,terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;



. b.'Belanja Desa; dan: ... S aeiRiliEe eSgizazar 3I0g l3iab
‘ ‘c.-Pembiayaan:Desa. :
i (2) Pendapatan- Desa - sebagalma_l;,lﬁ ndimakisud |, -pada- ayat ; 41} huruf a
—d1k1a31ﬁka31kan menurut kelompok dan j _1ems .
(3) Belan_]a Desdi sebagalmaﬂat, dlnfzaks*r:ich1
"diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu -
Pendapatan
Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun_anggaran yang tidak perlu

' "‘“d1b’ciyar kembah oleh desa S e T

atas kelompok
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer dana desa; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri
atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Giotong-royong; dan
d. Lain-lain pendapatan ash desa.

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara
lain hasil Bumdes, tanah kas desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan
irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c¢ adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang
mel'batkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai
dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf
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terdiri atas jenis:
a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
(2] Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikelola dalamm APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan

penggunaan pahng sedlklt 70% (tuJuh puluh perseratus] dan pahng

,u.‘

¢, terdiri atas jenis:
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah
pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama
dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa
Pasal 12

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1} huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 ({satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.



".(2) Belarija. desa sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam

rangka mendanai penyelengga.raan kewenangan Desa

Pasal 13 .

[ PO ._..-.3 ey --,..-'_., wean I pu o 13 ] e R T T .t
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= (1) K1a31ﬁka51 Belanja Desa - sebaga1mana -dimaks

huruf b, terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah ditnangkan dalam
RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagajmana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam Lkelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

f3) BRelanja pegawai sehagaimana dimaksud pada ayat (2] pelaksanaannya

dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam P asal 13 ayat
(3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 {dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. alat tulis kantor;
b. benda pos;

¢. bahan/material;
d. pemeliharaan;

10

dalitn Pasal 8-ajat (1)-



e. cetak/penggandaan; i1 ool o sl T3V cllomiaen R ol s
«f. -sewa ‘kantor:desa; == ornc s e mae 00 o
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor
h. makanan-dan mmumamrapat L3
i, pakalan dmas dan:atributnya;-. -
"y, péfjalanad dinas s =T oTRimahae A
k. upah kerja;
1. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD;
o.insentif Lembaga Kemasyarakatan/LPM, Rukun Tetangga /Rukun
Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif LPM, Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga
RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan

- _pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman. dan ketertiban,

Yo © SertaJpemberdayaan masyarakat desa. - . : :

(4 Pembenan barang pada masyarakafc/ keloﬂ“pok masyarakat sebagaunana: :

pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
hrlan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB),
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

11



- (3} Keadaan; darurat, sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain
- dikarenakan-bencana alam kerusuhan sosial, kerusakan sarana dan
prasaréna ot Gmen semic e Izt EO;

'71 (4) Keadaanluar b1asa sebagalmana dlmaksud ayat_ (1) karena KLB/wabah.

Keputusan Bupatl
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

o kelompok

RS T TR

.8 Penerimadn: Pemblayaan,. dan,

LIy Preys SO

R S bf_qr_zg__eluaranPem yaan fur
{3) Penerimaan Pembiayaan- sebagalmana dlmaks'
mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
(4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan

belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

[P S

pada éyﬁt (2) huruf a,

{5) GilPA sebagaimana diniaihsud pada ayat (4} meriparain poaciiiiaail
pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana. cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran
berkenaan.

12



(7) Hasil penjualan kekayaan:desa: yangdlpmahkan sebagaimana:dimaksud
pada ayat (3) huruf c diganakan untuk-menganggarkan ‘hasil -penjualan
v kekayaan desa yang d1p1sahkan .

(1)'Pengeluaran Pemb1ayaan sebagaimana dimaksud dalam” Pasal 8 yat (
2) huruf b, terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan desa sebagalmana dimaksud pada ayat (3) palmg sedikit

---memuat——— mam - - .

e
v

. ’Ea'n -yang akan d1b1aya_1 da:_‘_1 da_na cadar}g_an

c. besaran Elvazn‘nm:laﬁ' tahunaﬁ Eliaﬂa cadangan yang ‘harus d1anggarkan

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditempatkan pada rekening pemerintah desa tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan

kepala desa.

BAB YV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Perencanaan
Pasal 20

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

13



- : (2) Sekretaris :Desa:; menyampalkap ‘rancangan -Peraturan: Desa:tentang
.2 APBDesa kepada. Kepal&Desa'::-'*-.i-; frimarwms svremoion s Pl trzio it
{3)aRancangarn/peraturan:Desa tentang APBDesa sebagaimana dnnaksud
spada ayat. (2) d13ampa1kan oleh Kepala Desa kepada Badan
ot Permusyawaratan esa ntu‘”.' ' sdan disepakati-bersama.: ~

(4) Raticangan “Peratiiran” Desa g “APBDésa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun

berjalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan
oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
d1mal;sud pada ayat. (1) paling lama 20 (dua puluh} har ker_1a se_]ak

3 :a— ‘:dmt tir ,,?ﬁnya R@gg@g an Peraturan L Desa, tentang APBDesa
R (3) Dalam" al“BupatL t1dak membenkan hasiI evaluas1 dalam batas waktu

- sebagélmana dimaksud- paaé ayat‘ (2) “Peraturan-Desa fersebut berlaku
dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

(1} Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh XKepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan
Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3} Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Kepala
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

14



- --:{f’r) Kepala Desa memperhentikan pelaksanaan ‘Peraturan:Desa Palingdama
-+ Z=(tujuh)-hari-ketja: setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada
O -layat {3) dan= selan_]umya Kepala DéSa bersama 'BPP mencabut peraturan
-pa Jaies*axdhnakksud fsa. ~ihan oichh Hosa@  Ge-n ME nus DRGES
:E— 3% SSTES .

asa 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 {dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

.-_"f d1}-e-perundarig—undangal‘r‘ Kepala Desal imelakukarlr. penyempurnaan paling

3 la:lira.'Z (‘t‘u;uh). ha_nker_]a,ierhlmng e_]ak diterimanya-hasil:evaluasi:u

" T:5)--“Apabila - hasil<sevaluasi=-tidak- - ditindaklaijuti ‘oleh - Kepala“ Desa
sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,
Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada
Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
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Pasal 25

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan
desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

) (2) Bendahara, dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah
tertentu-da]am—rangka ‘memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
desa.

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26
(1) Pengelua.ran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang d1tetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3)- Penggunaan - biaya tak- terduga terlebih dulu harus dibuat. Rincian
- Anggaran Blaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. - -

Pasal 27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran
Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap tindakan pengeluaran
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
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o - Pasal 29

{4} Pengajuan-SEB sebagaimana: dimaksud dalam:Pasal 28.ayat (1}:terdiri atas:
c&.sSmab Penmmtaan*Pembayaran\ (SPP)5ui.: » iz o

Lo e

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh
pelaksana kegiatan;

b.menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan

T F: pablla tldak,me,menuha‘persyaratan vang ditetapkan, . ..o

ah di verifikasi Se]a‘etans Desa sebagalmana .

NSigEiE JaoeEa.

pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2)
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

arpungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan kerentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

{1) Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
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a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belan_}a
< b keadasn’y yang menyebabkan S84 Tebili rberhxtungan anggaran "(SilPA)
C‘ noat Dﬁfﬁf}ﬁ’ééﬂ Ny ﬁya ‘haris’ dlglunakan dalam tahun berjalan;
Cifetiadt pehA 'Eghan“tianf Ertie pengurangan daldin’ pendapatan desa
pad—fafhun berjalai; dan/atai™ =~ T omE
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara

penetapan APBDesa.

Pasal 34

1):Dalam:halBantian- kpuangan dari- APBD Pr‘dv'msl ‘dan-APBD Kabupaten'
dSSHa Hipah: dan ‘baniuan pihak: “ketiga-y yang tldak' menglkat ke “desa .-
i iSH Tt AT et STAT - ditétapkannya Peraturan Désa tentang Pérubahan
APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang
perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.
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IR -::  -Pasal:36 = - o e - e

7._—_’%.1’% ﬂgsahaan pf.nemmaan dan : pengeluaran sebagalmana dimaksud

s:a .umu m;

-J\c" v "llJ

: r=KasPembanti Pajak dan
c. buku Bank.

P R [ Y
-1" Pib b 1.)\, 'éulm-:’:i{ii Ulettedill iUl SRR

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 37

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati berupa;:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun. Dan
C. lappran pada setiap tahapan pencairan dana desa dan ADD

,‘ : R 1-_

"beﬁﬂp laporanTealisasi’ APBDésa.z> »euf oo miogihs

[3)# Laperanrreallsam pelaksanzan~APBDéesa sebaga;mana dlmaksud pada'
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun

berikutnya.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diatur dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. '

(2} Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

(3} Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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(4) ~ Peraturan Desa tentang -ldporan  pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri
'folmat ]f.aporan Pertanggung]awaban "Redlisssi Péliksanssii APBDesa

Tahui Anggaran-beikenaat;

‘baformatn JLaporan Kekayaan M111k Desa per 31 besember Tahun

Ariggaran berkénaarn; dan .

¢. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa tahun berkenaan.

i

‘dalem

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

ana _;naksud “dalam Pasal 37 dan. ‘Pasal 38
informasikan. kepada masyarakat secara tertulis dan med1a 1nforma81

yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
informasi desa, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalul camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1
(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran
serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporau
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1} dan {3), Pasal 29 huruf a dan
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:2: Hurufb, Pasal 37.dan Pasal 38 tercantum dalam Lamp1ran yang merupakan
“baglan-tldak terp1sahkan SEEETIFREREE S

= 1:'--'“, Pasal43 =7

EPSAN (AR TEEY o Wi, Desa per B Doegern oo
: 1ebihi lan_]ut niengenai Pengelolaa_n Keuangan Desa diatur’ leb1h
lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan

engelolaan keuangan desa

azs Membenka.n pedoman dan blmblngan pelaksanaan ADD;

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan
keuangan desa yang mencakup perencanaan penyusunan APBDesa,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

¢. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa;

d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi
keuangan desa.

(4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam
awvat(Zl malintiti-

TV TN meA el e

a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;

b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset

desa;

c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;

d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup

perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggung-jawaban APBDesa.

Pasal 45

(1} Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa dalam
menjalankan tugasnya terbukti menyalagunakan keuangan desa,maka
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~1: Wajib nreriggantikan sesuai dengan-nilai:neminal yang. disalahgunakan

- dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
. ,Apabﬂa pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa sebagaimana

.. maksud ayat (1) tidak dapat . menyelesalkan kewajiban, maka kepada

(1)

(3)

(1)

ang bersangkuta_n dltuntut sesuai dengan ketentuan hukum yang
rlaku 5=-£-==:': insz ?:’5553:"5-:'5!:'—.‘."5?".—‘ j’f:‘:::". sowrr 1 eazer s M -

BAB VII
Aset Desa
Pasal 46

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa,
pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan,
pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,
pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:

a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

.Pendapatan -dan’. Belanja Negara,:Anggaran Pendapatan dan’ Belanja -

Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belan:]'a; Desa,
: kekayaan ‘desa’ yang’ dlperoleh -dari hibah dan sumbangan atau
yang sejenis;

c. kekayaan desa yang diperoleh secbagai pelaksanaan  dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. hasil kerja sama desa; dan
e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset lain milik desa sebagaimana dimaksud nada avat (2) humf e,
antara lain : diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal
Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain tambatan perahu, pasar desa,
tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkunzan, pos
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, sefta perpustakaan desa,
embung desa, dan jalan desa.
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(3).. Pemberian‘Hibah 'sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf
i.: --bsesuai-dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

maksud eyat {1, fdal aior L Steed omil L. Gl s
vang bnr":—'-":r.ﬂfﬂ a0 Olreniiue Pasal 48 e . cror s

H(-"i 12 L) Ty s

(: Kekayaan milik Desa yang telah d1amb11 alih oleh Pemenntah Daerah
Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan
untuk fasilitas umum.

(2) PFasilitas Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain jalan

umum, jembatan umum, balai pertemuan umum, kantor pos.

Pasal 49
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan
milik Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengelolaan kekayaan milik Desa;

(2) Da_lam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Desa di bantu

- alehs -

: sélaku p TH “bant‘tf pengplola Kekayaan M]hk D’esa
. Unsur perangkat Desa sebagal pengurus Kekayaan milik desa.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa dan tata cara pengelolaan
kekayaan milik desa diatur dalam Peraturan Bupati dengan herpedoman
pada Peraturan Daerah.

BAB VII
BADAN USAHA MiLIn DESA
Pendirian
Pasal 51
(1). BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan potensi desa dalam rangka ~meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa.
(2). Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati
melatui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3). Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan
dengan agenda :

a. Membahas kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk
menentukan unit-unit usaha yang dapat dilakukan oleh BUM
Desa;
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- -b_;- Membahas ‘pendirian; organisasi dan pengurus BUM Desa,;

S o=ugsss Menetapkan peraturan Desa. e
BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada_lah badan hukum
3 :SPESlﬁk Syl e fome
Dalam hal BUM Desa sebagaimana dimaksud” pada ayat (4) berjalan
dan berkembang dengan baik, BUM Desa dapat membentuk Badan
Hukum sebagimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

. (6). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran Desa.

Sifat dan Tujuan
Pasal 52

{1) BUM Desa bersifat :
4z =s------- - ~2-- 4. Mencari Keuntungan : )
T .yb:;--—Mendukung peningkatan: masyarakat R R
FRR Y e Memba.ntuﬂpenyelenggaraan pemermtahan desa

“d. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa

(2) Tujuan BUM Desa adalah :
a. Meningkatkan perekonomian desa;
b. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes);
¢. Meningkatkan pengolahan potensi desa;
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

pedesaan; )
e. Membantin hasil pmduk@ maevaralrat desa dan mendapatlan

harga yang memadai;
f. Membantu peningkatan daya saing masyarakat desa.

(3) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BUM Desa dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, Koperasi dan

swasta.

Organisasi Pengelola
Pasal 53

(1). Organisasi pengelola BUMDesa terdiri darti :
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(4). BUM D openyeisH

a.” Dewan-Komisaris;, =~ -~ -

' b, Direksi: dan

"’f:\\*‘_: fimanoud dada e 7 e w0 T s Lom

-

PR TR
SOERGIE. e

(1).

(2)-

_ (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud; pada ayat (1} huruf a terdiri
= ESlega P AtAS 'ché]a Desa” (ex ojﬁao) ~daf dua ‘Orang plhak luat*yang

mempunyai kompetensi dan professional dalam bidangnya serta
bersifat independen.

Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat melalui musyawarah desa.

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cﬁ’.’angkat oleh

komisaris.

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung
jawab kepada dewan komisaris.

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan

desa.

i * Jenis' Usaha dan Permodalan '
G o Heem il aRTiin - ____, Pasal 54

Jenis usaha BUM Desa antara lain dapat mencakup;
Agribisnis;

Transportasi,

Jasa/perdagangan;

Telekomunikasi;

Pariwisata;

Jasa keuangan;

Pertambangan dan migas;

. Kelautan dan perikanan;

Kehutanan;

Perkebunan;

Peternakan;

Penyediaan kebutuhan pokok;

Modal BUM Desa terdiri atas seluruh atau sebagian kekayaan desa
yang dipisahkan.

PRTEER SO 0 g

Modal BUM Desa sebagaiman dimaksud pada syat (2) dapat berasal
dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah,
bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah kabupaten,
bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dana bergulir, pinjaman
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h }-{ﬂ .

- "'danfatau----kerjasama dengan pihak lain atas dasar saling

(1).

menguntungkan.
P&ng’-'.ﬁ A
1 o Hasil Usaha
Ny ) -x;-_;'"ia Pasal 55—— = g

Hasil Usaha BUM Desa diperuntukkan bagi:

a. Pengembangan usaha antara lain melalui pengembangan  jenis
usaha, pengembangan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain,
pengembangan modal melalui pendayagunaan  partisipasi
masyarakat.

'b. Pembangunan Desa yang dibutuhkan masyarakat pembangunan
desa, dan pemberian bantuan sosial masyarakat miskin melalui
hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

- Cx Membenkan pemngkatan kese_]ahteraan pcngelola BUM'desa.

Lo
gy S

(2}—~-Dalam hal usaha BUMDesa belum beljalan dan berkembang baik,

(3).

(1)

(2)

(3)

hasil usaha sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat sepenuhnya
digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam hal usaha BUMDes mengalami kerugian menjadi beban
BUMDes.

Kerja Sama
Pasal 56

BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau
lebih dan dengan pihak ketiga.

Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar
kecamatan dalam satu kabupaten.

Kerjasama usaha antar 2 {(dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah

'Desa dan diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar Desa.
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—am — e — L Pa-sal 57_

e

(1) Kemasama antar Desa mengenai BUM Desa secara teknis dilakukan

7 . oleh Badan Usaha Desa di 2 (dua) desa atau lebih.

).. Kerajasama teknis sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) dibuat dalam

“%: maskah perjanjian ker_;asama CoRE

(3) Naskah perjanjian kerjasama teknis usaha desa antar 2 (dua) Desa
atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disampaikan kepada masing-masing Kepala Desa paling lambat 14
(empat belas) hari sejak ditandatangani dengan tembusan Camat
dimana kedudukan desa yang bersangkutan. '

Pelaporan dan Pertanggungjawaban. .
Pasal 58

(1). Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

e I~ pengelolaan usaha BUM Desa kepada Dewan Komlsans

A »s i .r—‘-cz

[2] Kepala Desa melaporka_n perkembangan usaha BUMDesa me1a1u1

“forum musyawarah Desa.

Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 59

(1). Bupati melakukan sosialisasi dan bimbingan tekhnis atas norma,
standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUM Desa serta
memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan
manajemen BUM Desa di Kabupaten.

{2). Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan BUM Desa.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam
Peraturan Bupati Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah.
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ax
BAB VIII
L e Pinjaman Desa _ N .
H 3_-'—\::_:1‘_]"—” TR s S Y - Pin_jaman : . S v os SiinT
oler. Badan Usana Dess Gt 2 ‘Pa"sal 61 =

persetu_]uan BPD dan dltetapkan dengan Peraturan Desa,yang berlaku
setelah disahkan oleh Bupati. .

(2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
mempunyai ag{lanan /pinjaman

Penggunaan Pinjaman
Pasal 62

Pinjaman Desa dapat digunakan untuk:

Memngkatkan Pendapatan ash daerah

"_‘Memblaym ‘atau usaha yang dapat menmgkatkan péndapatan desa

xxxxxxx

Menambah/ penyertaan modal pemenntahdesa kepada Bédan tsaha

Milik Desa dan atau usaha-usaha lain milik desa.
Pasal 63

Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai Belanja Rutin

Desa.

Sumber Dana Pinjaman

'Dn mnl £A
DL wtT

Dana pinjaman Desa bersumber dari :

a. Pemerintah Kabupaten dan ataupunPemerintah Propinsi.
b. Bnk-Bank Pemerintah.

c. Bank Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber lain yang sah.
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Pengadaan dan-Persyaratan Pinjaman
_“Pasal 65

¢ ‘Pengadaan pinjaman desa didasarkan.pada manfaat dan prioritas dari
; usaha-ekonomi desa yang menguntungkan bagi perkembangan
ol ;p_e_rsekoqdmran“dan pendapatan dega serta untuk pembayaran-kembali
pokok pinjaman dan bungan serta biaya lain yang berhubungan dengan
pinjaman desa.

Pasal 66

Pemerintah Desa dapat mengadakan pinjaman setelah memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa membuat proyeksi kapasitas membayar kembali
pokok pinjaman dan bungan pinjaman dan biaya yang berhubungan
dengan pinjaman.

b. Persetujuan Rapat Desa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
anggota BPD.

c. Melalui camat dimintakan Persetujuan kepada Bupati.

Kepala desa atas nama desa dapat melakukan penandatanganan pinjaman
setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan
daerah ini.

Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Pasal 68

P9ﬂ0m1ﬂnnn dan ﬂpﬂapmhnlmn n1nmmnﬂ ﬂPmPﬁﬂf.’—'!h Aegn dlnnoaarlrnn

e

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pasal 69

(1} Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian
pinjaman desa

(2} Kepala desa setiap tahun anggaran mempertanggungjawabkan
penggunaan atau pengembalian pinjaman desa kepada BPD.

(3) Kepala desa mewakili desa didslam dan diluar pengadilan berkaitan
dengan pinjaman desa.

{4) Berkaitan dengan ayat (3) pasal ini apabila dipandang perlu kepala
desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya.
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—— Pengawasan Penggunaan Pinjaman
Pasal 70

1gedgen gliisman a o QalnIe wq lari
“““Badan TSy Waratan Desa melakukan pengawasan terhadap

T ST .-:\

gian pen’gembahan dana pmjaman desa .

an wwamhbali

|¢|"'

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

(1) Seluruh peratura}r pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur
mengenai Keuangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan
dengan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini;

(2) Selambat-lambatnya waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya
peraturan ini, kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Daerah ini. . _

-
. - - 3 L
~ - - . -3 : ¢

. . . ot S

ot L A BAB X E
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Tengan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kerjasama
Desa, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa,
Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Alokasi dana Desa, dan
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Badan
Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai
pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
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ST ‘Pasal 74
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

c~‘Agar *‘setzap orang mengetahumya, ' memenntahkan ¥ pengundangan - ‘

~¢-”°‘ perafl.lranuDaerah ini kedalam Lembafan Dierah Kabupaten Halmahera

Tengah

Ditetapkan di : Weda
Pada Tanggall3 Februari 2016
BUPATI HALMAHERA TENGAH

e
[ -

M. AL YASIN ALI
. Diuhdahngkarn:di Halmahera Tengah Tt e e
‘Pada ’I‘angga], 19. Apnl 2016 . . Lo o

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016
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